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TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

a bahwa dalam rangka meningkatkan
khususnya

pelayanan pada masyarakat,

dalam kelancaran pembenan izin di bidang
penndustrian dan dalam usaha meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang
periu mengatur lzin Usaha Industr, lzin
Peruasan Industri dan Tanda Daftar Industri |
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut
diatas, periu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat |
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3214 ) ;



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang Penndustnan (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomar 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274 ) ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomar 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3611 ) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomer 34 Tahun 2000 (Lembaran
MNegara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048 );
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1935
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1998, Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ):
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerntah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1989 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 689 Tahun 1892
tentang  Perubahan Batas  Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat |l Salatiga dan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran MNegara Tahun 1982 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500):
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang lzin Usaha Industi ( Lembaran
Negara Tahun 1895 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3596 ) ;
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Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemenntah dan
Kewenangan Fropinsi Sebagar Caersl
Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retnbusi Daerah { Lembaran
MNegara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139 )

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987
tentang Pembinaan Penyederhanzan [zin
Usaha Industri,

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1898%
tentang Tekmik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan

. Peraturan Pemerintan dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negars
Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

Keputusan Menteri Perindustrian  dan
Ferdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7i1997
tentang Knteria Industn  Kecll dan
Perdagangan Kecil |

Peraturan Daerah Kola Salaliga Nomor &
Tahun 2001 tentang Pembeniukan
Organisasi Dinas Daerah Kola Salatiga
( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomeoer 16 ),
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1
Tahun 2002 tentang Rencana Strategis
Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002 -
2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2002
Momor 1 );



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSHKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KOTA SALATIGA

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN
PERLUASAN [INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR

INDUSTRI

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daelrah ini yang dimaksud dengan :

a
b

c
d

—

Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah
Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Walikota adalah Walikota Salatiga ;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota
Salatiga ;

tzin adalah Izin Usaha Industn dan |zin Perluasan Industn;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penzinan
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang beraku |
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembernian ijin
yang khusus disediakan dan atau diberikan cleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Megara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau




Perizinan terentu adalah kegiatan terentu Pemenniah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan alas kegiatan, pemanfaalan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, fasiltas terenty guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotang
retribusi tertentu;

Indusii adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentan,
bahan baku, barang setengah jadi, dan (atsu barang jadi menjadi
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan indusir,

Jenis Industri adalah bagian suatu cabang Industri yang mempunyar
cini khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses
produksi

Bidang Usaha Industr adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan
dengan cabang industn atau jenis industry;

Perusahaan Industrd adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
dibidang usaha industn;

Komoditi Industri  adalah suatu produk akhir dalam proses produksi
dan merupakan bagian dan jenis Industn,

Perluasan perusahaan Industri yang selanjuinya disebut Perluasan
adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % ( tiga puluh
prosen ) dari kapasitas produksi yang telah di jjinkan;

Pendafiaran ulang adalah pendaftaran kembali Izin Usaha Industr
dan Tanda Daftar Industri yang telah berakhir masa berlakunya untuk
memperoleh lzin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industn baru;
Pembaharuan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industn adalah
Penerbitan lzin Usaha Industi dan Tanda Daftar Industri baru
sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk
menggantikan lzin Usaha Industi dan Tanda Daftar Industn yang
telah diterbitkan sebelum diberiakukannya Peraturan Daerah ini|
Penggantian Izin Usaha Industn dan Tanda Daftar Indusin adalah
penerbitan Izin Usaha Industi dan Tanda Daflar Industri baru
sebagai pengganti Izin Usaha Industn dan Tanda Daftar Industr yang
telah diterbitkan karena hilang atau rusak;
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Pembekuan lzin Usaha Industn dan Tanda Daflar Industn ag
penghentian sementara seluruh kegiatan Perusahaan di bids
Industri;

Kas Daerah adalah Kas Pemenintah Kota Salatiga;
ourat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkai Kf
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retib
yang terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjulnya disingkat ST
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sg
administrasi berupa bunga dan atau denda |

Ferhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya re
yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi , bung
kekurangan pembayaran maupun sanksi administrasinya |
FPembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang hay
dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke K
Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu
telah ditentukan ;

Penagihan Retrnbusi Daerah adalah serangkaian
pemungutan retnbusi daerah yang diawali dengan penyampaian s
penngatan, sural teguran agar yang bersangkutan melaksanak
kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumiah re
yang terutang;
Penyidikan tindak pidana adalah serangkalan tindakan
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neger Sipil Dinas Perindustig
Ferdagangan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disaly
penyidik , untuk mencar serta mengumpulkan bukti . yang deng
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi perzp
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya :
Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau uni
dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dg
atas syarat yang ditentukan oleh Undang Undang.



BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi |zin Usaha Industr, Izin Perluasan Industt dan
Tanda Daftar Industri adalah pelayanan jasa kepada umum untuk

pemberian l1zin Usaha Industr, lzin Perluasan Industri dan Tanda Daftar
Industn.

FPasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan dibidang usaha industr

Fasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
dan Tanda Daftar Industr dari Pemernintah Daerah.
BAB llI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retrnbusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerzh ini

termasuk Retnbusi Penzinan tertentu .

BAB |V
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 6

(1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh izin Walikota



(2) lzin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dan
a lzin Usaha Industn
b lzin Perluasan Industr
c. Tanda Daftar Industri

(3) lzin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2)
Pasal ini adalah lzin yang diberikan kepada semua jenis industr
dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.
200.000.000,00 { dua ratus juta rupiah ) diluar tanah dan bangunan.

(4) lzin Perluasan Industn sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2)
Pasal ini adalah lzin yang diberikan kepada perusahaan industri yang
telah memiliki lzin Usaha Industri dan melakukan perluasan.

(5} Tanda Daftar Industn sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2)
Pasal in adalah izin yang dibenkan kepada semua jenis Industn
dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan
Rp. 200.000.00000 ( dua ratus juta rupiah ) diuar tanah dan
bangunan.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis frekuensi jasa pelayanan
yang digunakan.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Prinsip penetapan tarf Retribusi lzin dan Tanda Daftar Industn untuk

memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan,
biaya pengawasan dan pengendalian .




Pasal 9

Index Golongan HO | Index Investasi , Index Nilai Kenstanta dan Tarif
dasar ditetapkan sebagai berikut |

a. INDEX HO _
NO |  GOLONGAN INDUSTRI INDEX
1. Kecil 1
2. Sedang p
3. Menengah 3
| 4. Besar 4 ]
b. INDEXINVESTASI » ) u
NO DBOLUSAHA |  INVESTASI = | INDEX
1 Kecil S/d 200 juta 1
2 Menengah > 200 juta s/d 1 milyard - :
3 Besar | > 1 milyard _ 3 |
c. INDEX NILAI KONSTANTA -2 (dua)
d. TARIF DASAR - 48.300- (empat puluh delapan

ribu tigaratus rupiah )

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi Izin dan Tanda Daftar Industri ditetapkan
berdasarkan rumus

Index Klasifikasi Gol. HO x Index investasi x Index Nilai
Konstanta x Tarif Dasar

(2) Besamnya Retribusi penerbitan perubahan, penggantian dan
pembaharuan [zin dan Tanda Dafiar Industri ditetapkan sebesar
80 % (enam puluh prosen) darn retribusi penerbitan.

(3) Pengaturan lebih lanjut Tarif dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9
akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
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BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di Daerah .

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD alau
dokumen lain yang dipersamakan,

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD' atau dokumen lain
yang di persamakan .

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14
(1) Walikota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

penyetoran retribusi terutang paling lama 30 ( tiga puluh } har
setelah saat lerutang.



(2)

()

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan .

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , maka
hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas  Daerah
selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Walikota .

Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai .

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada
wajib retribusi untuk mengangsur dan atau menunda Retnbusi yang
terutang dalam jangks waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan .

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Pasal 16

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 15
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh

Walikota.
BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17

Mengeluarkan surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan
penagihan dikeluarkan setelah 7 ( tujuh ) han sejak jatuh tempo

pembayaran.



(2)

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

Dalam jangka wakiu 7 ( tujuh ) har setelah dikeluarkannya Surat
Teguran atau Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi
yang terhutang .

Surat Teguran atau Peringatan sebaysimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

BAB XI|
TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan Retribusi .

Tata Cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota .

BAB Xl

KEWENANGAN PEMBERIAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN
TANDA DAFTAR INDUSTR

Pasal 18

Kewenangan pemberian lzin dan Tanda Daftar Industri berada pada
Walikota.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat
diimpahkan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.



Pasal 20

Izin dan Tanda Daftar Industri diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan
( domisili ) perusahaan

Pasal 21

Perusahaan industri yang telah memperoleh lzin Usaha Industn dan
Tanda Daftar Industri dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan terhitung mulai
tanggal diterbitkannya lzin Usaha Industn wajib mendaftarkan
perusahaannya dalam daftar perusahaan. -

Pasal 22

Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industn atau Tanda
Daftar Industr wajib : ;

a Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya
alam sera pencegahan timbulnya kerusskan dan pencemaran
terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya
dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ), Upaya
Pengelolaan Lingkungan atau Surat Pemyataan Pengeiolaan
Lingkungan ( SPPL ) yang berlaku bagi jenis-jenis Industn yang telah
ditetapkan

b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan
alat bahan baku dan bahan penolong. proses serta hasil produksinya
termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.



BAB XIV
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN.
PENOLAKAN/PENUNDAAN DAN MASA BERLAKUNYA
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTR| DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 23

(1) Tata cara dan syarat-syarat pemberian Izin dan Tanda Daftar
Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(2) Permohonan Izin dan Tanda Daftar Industri yang tidak atau belum
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
ditolak atau ditunda.

(3) Tata cara penolakan/penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Masa berlakunya lzin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah 5
(ima) tahun dan dapat diperbaharui selama perusahaan vyang
bersangkutan masih menjalankan usaha industri,

BAB XV
PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN
PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

FPasal 25

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini yang melakukan
perubzshan nama, alamat dan /atau penanggungjawab perusahaan wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 30
( tiga puluh ) har kerja sejak diterimanya pengesahan perubahan dari
pejabat yang berwenang.




Pasal 26

Perusahaan Industni yang telalh mendapatkan |zin  sebagamana
dimaksud pada ayal (2) Pasal 6 Peraturan Daerah inj wajib mengajukan
permohonan penggantian lzin dan Tanda Daflar Indusin apabila zin
lersebut hilang dan atau rusak/tidak terbaca

Pasal 27

Tata cara perubahan atau penggantian Izin sebagaimana dimaksud pada
Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Walikota

BAE XVI
LARANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA
INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 28

(1) Pemegang lzin dan Tanda Daftar Industri dilarang

a. Melakukan perluasan tanpa memiliki 1zin Peruasan,

b. Melakukan pemindahan lokasi Perusahaan Industn tanpa
persetujuan tertulis dan Walikota.

c. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan
usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui
batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beraku.

d. Melakukan kegiatan wusaha industi sehingga melangaar
ketentuan yang ditetapkan dalam lzin Usaha Industr atau Tanda
Daftar Industri. -

e. Melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
seperti antara lain hak cipta, paten, merk dan lain-lain
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(2) Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap keteni
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberkan peringal
secara lertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali berturut uf
dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 29

(1) Pembekuanr Izin Usaha Industri atau Tanda Daflar Industr dilakuk
terhadap perusahaan industri yang :

a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringala
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 28 Peraturan Daerah inj

b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didaky
melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal
berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkanng
penetapan pembekuan. '

(3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal
berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Peradilan ya
berkekuatan hukum tetap

(4) Apabila dalam masa pembekuan Izin Perusahaan Industi w
bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesy
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, izinnya dapat diberdakuk
kembali.

Pasal 30

(1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daflar Industri dapat dicabut apabila
a. lzin dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar
dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan,

c. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikal}
sesual ketentuan yang beraku setelah melampaul mag
pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal
Peraturan Daerah ini



¢ Perusahaan industn yang bersangkutan memproduksi jenis
industni tidak sesuai dengan ketentuan Standard  Nasional
indonesia ( SNI) wajb

d Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan
Peradilan yang berkekuatan hukum tetap

e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan {zin Usaha
Industri atau Tanda Daftar Industn,

(2) Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan
secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan terulis

Pasal 31

Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan lzin Usaha Industri
dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, 29
dan 30 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.

BAB XVII
INFORMAS! INDUSTRI
Pasal 32

Perusahaan Industri yang telah memperoleh lzin atau Tanda Daftar
Industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal tentang
kegiatan usahanya untuk kurun wakiu 1 (satu) tahun, selambat-
lambatnya setiap tanggal 31 Januar pada tahun berikutnya,

Pasal 33

Tata cara penyampaian Informasi industri akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

17



BAB XVII
SANKS! ADMINISTRAS]

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
Kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % ( dua persen ) setiap bulan dan retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
4 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000 - ( satu juta
lima ratus ribu rupiah )

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 36
Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi.
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(2)

(1)

(<)

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ni, dalam
melaksanakan wewenangnya berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XXl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perusahaan industri yang telah memiliki lzin dan Tanda Daftar
Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daersh inl wajib
menaajukan permohonan pembaharuan dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini,
dan akan diberlakukan sebagai pemohon baru.

Perusahaan industryang sudah mengajukan permohaonan izin dan
Tanda Daftar Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini
wajib mengajukan kembali permochonan baru sesuai ketentuan

dalam Peraturan Daerah int.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUF

Fasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Walikota,
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Fasal 39
Peraturan Daerah ini mular berlaky sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangar
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruar 2003

WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruar 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
Cap TID
SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMCR 12
SERI C

Sesuai dengan aslinya :
J:EEEA{;A.EAG@LN HUKUM DAN ORTALA
it SETDAKOTA TIGA

NIKEN LIDIASTUTI, SH

-~ Pembina
- "NIP._ 500 079 490

| LY
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